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ABSTRACT 

 
Inclusive education is education intended for children who have disabilities and the ability of 

intelligence to get educational services with student in general. Inclusive education in West Denpasar 
Subdistrict has been carried out by 4 elementary schools. Implementation of inclusive education in public 
and private elementary schools have differences in their application. The implementation of inclusive 
education in public elementary schools is still not optimal when compared to the implementation of 
inclusive education in private elementary schools, because there are no teacher assistants in public 
elementary schools and the assistance provided by the government is still not optimal.  
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1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Pendidikan merupakan unsur yang penting 
dalam upaya peningkatkan sumberdaya  
manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan di 
indonesia masih mengalami ketimpangan 
antara seekolah disabilitas dengan non 
disabilitas dimana dari jumlah lima ratus empat 
belas kabupaten, kota yang ada di Indonesia 
sebanyak enam puluh kabupaten, kota nya 
belum terdaoat seekolah luar biasa (SLB) dan 
hanya 18% anak penyandang disabilitas yang 
sudah mendapat layanan pendidikan. 
Disabilitas di Indonesia muncul disebabkan 
karena masalah kesehatan dari sejak lahir, 
penyakit kronis maupun akut dan cedera yang 
didapatkan karena kecelakaan dan lain 
sebagainya, meningkatnya populasi lanjut usia 
juga menjadi salah satu penyebab timbulnya 
disabilitas di Indonesia. Angka aanak 
berkeebutuhan khususs pada tahun 2017 
mencapai angka 1,6 juta anak, keadaan inilah 
mempengaruhi akses dan pemenuhan 
pendidikan untuk anak-aanak berkeebutuhan 
khususs tersebut (Edunews, 2017). 

Berdasaarkan permasalah tersebutlah 
pemerintah Indonesia membuat sebuah 

kebijakan publik berupa pendiikan inklusiif. 
Pendiikan inklusiif merupakan pendiikan yang 
memberiikan kesempatann kepadae semua 
pesertaa didik berkebutuhan khusus yang 
memilliki kemampuan dan kecerdaasan untuk 
dapat merrasakan pembellajaran dalam satu 
pembelajaran bersama peserta didik reguler. 

Pendiikan inklusiif di Kota Denpasar ini 
sudah diterapkan oleh 13 Seekolah Dasar (SD) 
dari total 246 SD di Kota  Denpasar. Namun 
dalam penerapannya pendidikan inklusiif ini 
masih mengalami beberapa kendala yaitu 
belum adanya guru pembimbing khusus (GPK) 
dalam pelaksanan pendiikan inklusiif di Kota 
Denpasar dimana GPK ini setidaknya harus 
dimiliki minimal satu GPK oleh masing-masing 
seekolah inklusi, kemudian permasalahan 
dalam kurikulum pembelajaran yang masih 
belum jelas untuk ABK, fasilitas yang belum 
mendukung ABK dalam pembelajaran dan 
proses mereka didalam kelas. 
RUMUSAN MASALAH 
Bagaimana implementasi pendiikan inklusiif 
bagi aanak berkeebutuhan khususs (ABK) di 
Seekolah Dasar Inklusi Negeri dan Swasta di 
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar? 
TUJUAN PENELITIAN 
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Tujuan penelitiian ini diharapkan untuk 
mengetahui implementasi pendiidikan inklusif 
bagi anak berkebutuhaan khusus (ABK) di 
Seekolah Dasar inklusi Negeri dan Swasta di 
Kecamatan Denpasar Barat dari segi pendidik, 
kurikulum pembelajaran, serta sarana dan 
prasarana pada SD Inklusi Negeri dan Swasta 
di Denpasar Barat. 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Kebijakan Publik 

Menurut William N. Dunn dalam Harbani 
(2014:39) mengatakan bahwa “kebijakan publik 
adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang 
saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga 
atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang 
yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti 
pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 
pendidikan, kesejahteraan masyarakat, 
kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain”.  

 Keberhasilannya suatu implmeentasi  
kbijakan public dari Grindle dailam Agustino 
(2008:154-157), dilihat oleeh tingkaat 
Implementability kebijakan, yang teerdiri dari 
Content of Policy dan Context Of 
Implementation.  
Content of Policy (Isi Kebijakan) yang dimaksud 
meliputi: 
1. Interest Affected (Kepentinngan kelompok 

sasaran yaeng mempeengaruhi) indikator 
ini melihat dengan berbagai kepntingan 
yaang mempengaruhii sebuah penerapan 
dari kebijakan. Dalam indikator ini melihat 
dari sebuah kebijakan dalam 
pelaksanaanya melihat dari banyak 
kepentiingan dan melihat sejauhmana 
kepentiingan yang ada memberi 
pengarouh pada implementasinya, hal 
yang tersebutlah ingin dilihat lebih lanjut. 

2. Type of Benefits (Tipe manfaat yang akan 
di hasilkan), indokator ini melihat dan 
menunjukan ataupun menjelaskan 
bagaimana sebuah kebijakan harus 
memiliki manfaat positif yang dirasakan 

dari implementasi pendidikan inklusiif 
tersebut.. 

3. Extent of Chance Envisioned (Drajat 
perubaahan yang heendak dicaapai), 
indikator ini memiliki beberapa hal yang 
akan dicaapai. Content of Policy yang 
hendak dijeelaskan adalaah besarnya 
perubaahan yang akan dicaapai dengan 
adanya suatu implementaesi kebijakan 
harus mempunya skala yang jeelas.  

4. Site of Decision Making (Letak 
pengambilan keputusan), indikator ini 
dalam kebijaakan publik memiliki peran 
yang pentingg dalam pelaksanaannya, 
maka yang hendak dijelaskan adalah letak 
pengambilan keputusan sari sebuah 
kebijakan publik tersebut yang akan 
diimplementasikaan. 

5. Program Implementors (Pelaksana 
program), melaksanakan sebuah kebijakan 
perlu didukung dngan para pelaksana 
kebijakan yang memiliki pengalaman dan 
pengetahuan lebih guna mencapai 
beberapa hal yang akan dicapai dalam 
sebuah kebijaekan tersebut. 

6. Resources Committed (Sumber daya yang 
diserahkan), dalam  menerapkan kebijakan 
publik perlu di duukung dengan sumbeer 
daaya yaang membantu dan menduukung 
pula agar pelaksanaan sebuah kebijakan 
pendidikan dapat berjalan dengan baik 
pula.  

Sedangkan menurut Context of 
Implementation (Konteks Implementasi) yang 
dimaksud meliputi: 
1. Power, Interest, and Strategy of Actor 

Involved (Kekuasaann, kepentingan-
kepentingan, dan strataegi dari aktor yang 
terlibat), dalam kebijkan publik perlu 
menghitungkan adanya kekuatan dan/atau 
kekuasaan, kepentingan dan strategi yang 
digunakan para aktor guna memperlancar 
jalanna sebuah implementasi kebijakan. 
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2. Institution and Regime Characteristic 
(Karakteristik Lembaga dan Penguasa), 
sebuah lingkungan dalam pelaksanaan 
publik mempengaruhi pada sebuah 
keberhasilannya, oleh karena itu indikator 
ini menjelaskan bagaimana karakters dari 
sebuah lembaga yang akan 
mempengariuhi sebuah kebijakaan.  

3. Compliance and Responsiveness 
(Kepatuuhan dan respon dari para 
pelaksaana), pelaksanaan sebuuah 
kebiijakan perlu adanya kepatuuhan dan 
resspon dari para pelaksana, indikator ini 
ingin menjelaskan tentang bagaimana dan  
sejauh mana kepatuhan serta respon dari 
para pelaksana dalam menanggapii 
sebuah kebijakan publik. 

3. METODELOGI PENELITIAN 
Dalam penelitiian ini peneliti 

menggunaakan pendekatan penelitiaan 
kualitatiif dengan menggunakan metoode 
deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian 
yang dimaksudkan untuk memahami sebuah 
fenomena tentang yang dialami dari sebuah 
objek penelitian secara holistik, dengn cara 
menjelaskan dengan bentuk kata-kata dan 
bahasa pada sebuah konteks khusus yang 
dialami dengan menggunakan berbagai metode 
ilmiah. Sedangkan, penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang berusaha untuk menjelaskan 
pemecahan sebuah masala yang ada 
berdasarkan data-data (Moleong, 2007:6) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Hasil Temuan 

Keberhasilan dalam sebuah penerapan 
kebijakan publik, menurut Grindle dalam 
Agustino (2008:154-157), diteentukan oleeh 
tingkaat Implementability kebijaakan itu 
seendiri, yaang terdiiri dari Conteent of Policy 
dan Context Of Implementation.  
Content of Policy (Isi Kebijakan) yaang 
dimaksud meliputi: 

1. Interest Affected (Kepeentingan-
kepeentingan kelompok sasaran yang 
mempeengaruhi) 

Penerapan pendiikan inklusiif di SD 
Negeri dan Swasta di Kecamatan 
Denpasar Barat telah menciptakan 
pendidikan yang tidak diskriminasi dengan 
menerima peserta didik berkebutuhaan 
khusus. Dalam penerimaan anak 
berkebutuuhan khusus di Sekolaah Dasar 
Negeri dan Swasta ini pihak seekolah 
penyelenggara pihak seekolah belum 
dapat menerima kategori semua anak yang 
dijelaskan dalam Permendiknas karena 
keterbatasan yang dimiliki oleh pihak 
seekolah penyelenggara. 

2. Type of Benefits (Jenis manfaat yang 
akan dihasilkan) 

Hadirnya kebijakan pendiikan inklusiif 
ini di Kota Denpasar sudah mampu 
memberikan manfaat yang positif kepada 
semua pihak yang terlibat, dimana dalam 
pemberian pelayanan pendidikan seekolah 
inklusi yang ada di Kota Denpasar 
berusaha memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada seluruh peserta didik 
tanpa terkecuali. Manfaat yang dirasakan 
pada implementasi pendiikan inklusiif untuk 
anak berkebutuhan khusuas adalah 
mereka belajar untuk hidup mandiri dan 
dapat bersosialisasi dengan siswa lainnya 
serta mereka dapat mengembangkan 
bakatnya di seekolah reguler karena 
perlakuan sama yang diberikan oleh guru 
di seekolah inklusi. Hal ini pun dirasakan 
pula oleh pihak orang tua murid 
berkebutuhan khusus dimana aanak 
berkeebutuhan khususs yang 
diseekolahkan di seekolah inklusi sudah 
mampu untuk mandiri dan bersosialisasi 
dengan teman-teman lain seusianya. 

3. Extent of Chance Envisioned (Derajat 
perubahan yang diinginkan) 
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Selama aanak berkeebutuhan khususs 
berseekolah di seekolah inklusi mengalami 
perubahan yang besar dari kemandirian, 
bersosialisasi, sampai kemampuan untuk 
mengerti dan menangkap pelajaran, hal ini 
sudah dirasakan sendiri oleh orang tua 
siswa berkebutuhan khusus. Namun 
perubahan yang terjadi ini tidak dapat 
berjalan baik jika hanya dilakukan oleh 
pihak seekolah saja, perlu adanya 
kerjasama antara pihak seekolah dan 
orang tua agar penerapan kebijakan inklusi 
memberikan perubahan yang baik dan 
pengaruh yang besar kepada aanak 
berkeebutuhan khususs. 

 
4. Site of Decision Making (Letak 

pengambilan keputusan) 
Kewenangan dan tanggung jawab 

penyelenggaraan urusan pendidikan pada 
jenjang Seekolah Dasar (SD) di Kota 
Denpasar adalah wewenang dari dinas 
pendidikan dan kepemudaan Kota 
Denpasar. Dimana dalam pengambilan 
keputusan mengenai penerapan pendiikan 
inklusiif di Kota Denpasar diserahkan 
kepada pihak seekolah penyelenggara 
pendiikan inklusiif untuk mengambil 
keputusan yang terbaik dalam menangani 
permasalahan yang ada, karena 
permasalahan yang dirasakan pihak 
seekolah adalah yang paling mengetahui 
permasalahan tersebut, namun dengan 
tetap melakukan koordinasi dengan pihak 
dinas pendidikan Kota Denpasar ataupun 
pusat layanan autis Kota Denpasar. 

5. Program Implementors (Pelaksana 
program) 

Pelaksana program yang ikut serta 
dalam implementasi pendidikaan inklusif di 
Seekolah Dassar Negeri dan Swasta 
tergantung pada jumlah sumber daya 
manusia yang terdapat di seekolah inklusi 

tersebut, dimana dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
a. SD Tunas Daud 

SD Tunas Daud sendiri memiliki 
implementator dalam penerapan 
pendiikan inklusiif yaitu tim inklusi yang 
berjumlah 11 orang dimana tim inklusi 
ini bertugas untuk memonitoring aanak 
berkeebutuhan khususs yang berada di 
Seekolah Dasar Tunas Daud, 
merancang dan menyesuaikan 
kurikulum yang ada dengan kondisi 
anaak berkebuutuhan khussus serta 
mengajarkan anak berkebuutuhan 
khuusus di keelas reguuler atau pun di 
kelas pullout, kemudian guru reguler 
berjumlah 28 orang yang bertugas 
mengajar di kelas sesuai dengan mata 
pelajaran. Semua implementator 
pendiikan inklusiif di Seekolah Dasar 
Tunas Daud sudah mendapatkan 
pelatihan terkait pendiikan inklusiif yang 
dibuat oleh pemerintah Provinsi/Kota 
maupun yang dibuat oleh pihak 
Seekolah Dasar Tunas Daud itu sendiri. 

b. SD Anak Emas 
SD Anak Emas sendiri memiliki 
implementator dalam penerapan 
pendiikan inklusiif yaitu guru 
pendamping aanak berkeebutuhan 
khususs yang berjumlah 11 orang 
dimana pendamping ini bertugas untuk 
mendampingi anaak berkebuutuhan 
khusuus belajaar di daalam keelas, 
kemudian guru reguuler berjumlah 20 
orang yang bertugas menjadi wali kelas 
dan mengajar di kelas sesuai dengan 
mata pelajaran. Semua implementator 
pendidikan inklusiif di Seekolah Dasar 
anak emas sudah mendapatkan 
pelatihan terkait pendiikan inklusiif yang 
dibuat oleh pemerintah Provinsi/Kota 
maupun yang dibuat oleh pihak 
Seekolah Dasar anak emas itu sendiri. 
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c. SD 5 Dauh Puri Denpasar 
SD Negeri 5 Dauh Puri sendiri untuk 
implementator dalam penerapan 
pendiikan inklusiif hanya dilakukan oleh 
guru reguler yang berjumlah 13. 
Seekolah Dasar Negeri 5 Dauh Puri 
tidak memiliki guru khusus yang 
memiliki kompetensi dalam pendiikan 
inklusiif, namun semua guru yang ada 
sudah mendapatkan pelatihan terkait 
pendiikan inklusiif yang dibuat oleh 
pemerintah Provinsi/Kota untuk 
meningkatkan kompetensi guru 
mengenai pendiikan inklusiif. 
 

d. SD 6 Dauh Puri Denpasar 
SD Negeri 6 Dauh Puri sendiri untuk 
implementator dalam penerapan 
pendiikan inklusiif hanya dilakukan oleh 
guru reguler yang berjumlah 16. 
Seekolah Dasar Negeri 6 Dauh Puri 
tidak memiliki guru khusus yang 
memiliki kompetensi dalam pendiikan 
inklusiif, namun semua guru yang ada 
sudah mendapatkan pelatihan terkait 
pendiikan inklusiif yang dibuat oleh 
pemerintah Provinsi/Kota untuk 
meningkatkan kompetensi guru 
mengenai pendiikan inklusiif. 

6. Resources Committed (Sumber daya 
yang dikerahkan)  

Sumber daya yang mendukung dalam 
pelaksanaan pendiikan inklusiif ini dilihat 
dari sisi pelaksana, sarana dan prasarana 
yang membantu meningkatkan penerapan 
pendiikan inklusiif menjadi lebih baik lagi. 
Melihat sisi pelaksana dalam penerapan 
pendiikan inklusiif di seekolah, guru-guru 
yang ada di seekolah inklusi bukanlah guru 
yang mempunyai kompetensi khusus untuk 
menangani masalah aanak berkeebutuhan 
khususs, namun guru-guru reguler yang 
diberikan beberapa pembekalan untuk 
meningkatkan kompetensi dari guru reguler 

tersebut. Sumber daya yang ada 
sebenarnya belum menunjang dari 
pelaksanaan pendiikan inklusiif di seekolah 
tersebut, namun Seekolah Dasar Negeri 
dan Swasta tersebut berusaha semaksimal 
mungkin untuk memberikan pelayanan 
yang baik kepada siswa berkebutuhan 
khusus tersebut. 

Sementara itu Context of Implementation 
(Konteks Implementasi) yang dimaksud 
melipuuti: 
1. Powerr, Intereest, and Strategy of 

Acctor Involved (Kekuasaan, 
kepentingan-kepentingan, dan strategi 
dari aktor yang terlibat)  

Dalaam pelaksanaan kebijaakan 
pendiikan inklusiif ini melibatkan berbagai 
pihak yang menunjang pelaksanaan 
pendiikan inklusiif Pemerintah yang 
bertanggung jawab dalam implementasi 
pendiikan inklusiif disini adalah dinas 
pendidikan dan kepemudaan Kota 
Denpasar serta Pusat Layanan Autis Kota 
Denpasar memberikan pelayanan kepada 
guru seekolah sebagai aktor yang 
menjalankan pendiikan inklusiif berupa 
sosialisasi guna meningkatkan kompetensi 
para aktor yang terlibat mengenai 
pendiikan inklusiif. Selain itu pula dinas 
pendidikan dan kepemudaan bekerjasama 
dengan pusat layanan autis memberikan 
kesempatan kepada pihak seekolah untuk 
menyampaikan aspirasi dan keluhannya 
mengenai kebijakan. 

2. Institution and Regime Characteristic 
(Karakteristik Lembaga dan Penguasa) 

Para seekolah pelaksana pendiikan 
inklusiif memiliki visi, misi serta tujuan yang 
disesuaikan dengan tujuan dari adanya 
pendiikan inklusiif itu sendiri. Seekolah-
seekolah penyelenggara ada yang 
memang awalnya memiliki kesamaan visi, 
misi, dan tujuan terhadap penyelenggaraan 
pendiikan inklusiif ada pula yang 



6 
 

menyesuaikan kepada penerapan 
pendiikan inklusiif tersebut. Sebagian 
besar seekolah penyelenggara pendiikan 
inklusiif menjalankan penerapan pendiikan 
inklusiif di seekolah masing-masing 
disesuaikan dengan visi, misi serta tujuan 
seekolah tersebut agar pelaksanaannya 
dalam berjalan beriringan. 

3. Compliance and Responsiveness 
(Kepatuhan dan adanya respon dari 
pelaksana) 

Kepatuhan dan respon yang diberikan 
dari pihak-pihak yang terlibat ini beraneka 
ragam, dimana jika pihak seekolah yang 
menerapkan pendiikan inklusiif mereka 
terus mendukung penerapan pendiikan 
inklusiif di seekolah masing-masing 
walaupun memiliki berbagai kekurangan 
mulai dari sumber daya, sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan 
pendiikan inklusiif. Selain kepatuhan yang 
diberikan oleh para pelaksana dalam 
penerapan pendiikan inklusiif, pemerintah 
juga memberikan respon dari berbagai 
keluhan yang disampaikan oleh pihak 
seekolah yang menerapkan pendiikan 
inklusiif. Dinas pendidikan berupaya untuk 
mencarikan solusi dari setiap keluhan yang 
disampaikan oleh pihak seekolah yang 
menerapkan pendiikan inklusiif. Walaupun 
belum sepenuhnya pemerintah dapat 
memberikan solusi yang baik atas 
permasalahan yang disampaikan. 

5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan dan telah penulis jabarkan di 
bagian pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Implementasi pendiikan inklusiif di 

Seekolah Dasar Negeri dan Swasta 
mengalami perbedaan dalam pelaksana 
programnya 

2. Pemerintah tidak memiliki peraturan 
khusus yang dibuat sendiri oleh 

pemerintah Kota Denpasar sebagai acuan 
seekolah inklusi dalam penyelenggaraan 
pendiikan inklusiif. 

3. Belum semua kategori aanak 
berkeebutuhan khususs yang dijelaskan 
dalam peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional No 70 Tahun 2009 diterima oleh 
seekolah inklusi. Hal ini disebabkan karena 
sumber daya yang terbatas dalam 
pemenuhaen kebutuhan layanan 
pendidikan bagi semua kategori ABK di 
seekolah inklusi. 

4. Implementasi pendiikan inklusiif 
memberikan manfaat dan perubahan 
terhadap peserta didik reguler dan ABK, 
seekolah, guru, serta orang tua murid 
terhadap kemandirian anak, karakteristik 
anak serta pemahaman guru di dunia 
pendidikan. 

5. Seekolah Dasar Negeri pelaksana 
pendiikan inklusiif di Kota Denpasar belum 
memiliki guru yang memiliki kemampuan 
khusus atau GPK yang disiapkan untuk 
membantu aanak berkeebutuhan khususs 
dalam penyelenggaraan pendidikan di 
seekolah inklusi. 

6. Bantuan yang diberikan oleh Dinas 
pendidikan Kota Denpasar dalam 
penyelenggaraan pendiikan inklusiif di Kota 
Denpasar hanya berupa pelatihan ataupun 
workshop yang diberikan kepada guru-guru 
seekolah penyelenggaraan pendidikan 
inklusiif, Dinas Pendidikan Kota Denpasar 
belum memberikan bantuan berupa 
bantuan finansial, sarana prasarana serta 
Guru Pembimbing Khusus kepada sekollah 
penyelenggara pendiikan inklusiif. 

7. Pemerintah belum memberikan respon 
yang nyata terhadap permasalahan yang 
terjadi atau permasalahan yang 
disampaikan oleh pihak seekolah 
penyelenggara pendiikan inklusiif. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran 

yang bisa penulisan berikan yaitu, adalah: 
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1. Pemerintah lebih memperhatikan 
seekolah-seekolah yang menerapkan 
pendiikan inklusiif dengan melakukan 
pengecekan berkala ke seekolah-seekolah 
penyelenggara dengan melihat 
permasalahan yang ada pada penerapan 
pendiikan inklusiif di seekolah tersebut, 
terkait jumlah dan kompetensi guru 
pengajar, sarana dan prasarana yang 
menunjang penyelenggaraan pendiikan 
inklusiif apakah sudah menunjang dalam 
pelaksanaannya di lapangan. 

2. Pemerintah juga perlu mendukung dan 
merespon dengan bukti yang nyata 
terhadap permasalahan yang terjadi di 
seekolah dalam penyelenggaraan 
pendiikan inklusiif di Kota Denpasar, 
seperti permasalahan yang sering 
disampaikan oleh pihak seekolah yaitu 
untuk memberikan Guru Pembimbing 
Khusus kepada masing-masing seekolah 
penyelenggara, dimana berdasarkan 
peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
disebutkan bahwa minimal memiliki satu 
orang Guru Pembimbing Khusus dalam 
implementasi pendiikan inklusiif. 

3. Perlunya meningkatkan komunikasi dan 
kerjasama antara pihak pemerintah 
dengan seekolah penyelenggara pendiikan 
inklusiif agar pelaksanaan pendiikan 
inklusiif dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan, hal ini dapat 
dilakukan dengan mengontrol secara 
berkala ke seekolah-seekolah dengan 
menanyakan terkait implementasi 
pendiikan inklusiif di seekolah 
penyelenggara agar pemerintah dan 
seekolah mengetahui apa yang sedang 
terjadi sehingga komunikasi tersebut terus 
berjalan baik. 

4. Pemerintah perlu membantu meningkatkan 
pemahaman kepada masyarakat dan 
orang tua siswa dengan cara memberikan 
sosialisasi di beberapa seekolah, 

berkunjung ke beberapa komunitas 
masyarakat ataupun bekerjasama dengan 
komunitas tersebut untuk memberikan 
pemahaman mengenai pendiikan inklusiif 
dan anak berkebutuhan  kepada 
masyarakat, bahwa mereka bukanlah 
orang yang seharusnya kita jauhi dan 
diabaikan tetapi orang yang harus kita 
rangkul dalam kehidupan bermasyarakat. 
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